
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.251, 2018 KEMENAKER. SAKIP. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  

INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan 

yang berorientasi hasil, perlu menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian 

Ketenagakerjaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian 

Ketenagakerjaan; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1842); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2015  tentang  Pedoman Evaluasi atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 986); 

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 622); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.244 

 

 

-3- 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan  kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui 

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara 

periodik. 

2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik 

dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang 

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah. 

3. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 

(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. 

4. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program atau kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja. 

5. Reviu adalah penelaahan atas laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah untuk memastikan bahwa 

laporan kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan telah 

www.peraturan.go.id



2018, No.251 -4- 

menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan 

berkualitas. 

6. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara 

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang 

disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara. 

7. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan. 

8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: 

a. Rencana Strategis; 

b. Perjanjian Kinerja; 

c. Pengukuran Kinerja; 

d. Pengelolaan Data Kinerja; 

e. Pelaporan Kinerja; dan 

f. Reviu Laporan Kinerja dan evaluasi atas Implementasi 

SAKIP. 

 

BAB II 

RENCANA STRATEGIS 

 

Pasal 3 

(1) Rencana Strategis menjadi landasan penyelenggaraan 

sistem Akuntabilitas Kinerja dan digunakan sebagai 

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

serta Perjanjian Kinerja. 

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a. visi dan misi Kementerian; 

b. program, tujuan program, dan sasaran program; 
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c. indikator kinerja program dan target; 

d. hasil penjabaran kinerja (cascading) indikator 

kinerja program dan target hingga unit kerja Eselon 

IV pada unit kerja Eselon I; 

e. cara mencapai tujuan dan sasaran program; dan 

f. rencana anggaran program dan kegiatan. 

(3) Pihak yang wajib menyusun Rencana Strategis meliputi: 

a. Menteri; dan 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 

(4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun 

Rencana Strategis sesuai dengan tingkatannya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Menteri menyusun Rencana Strategis tingkat 

Kementerian dan ditandatangani oleh Menteri; 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyusun Rencana 

Strategis tingkat Unit Kerja Eselon I yang 

ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan 

setelah disetujui oleh Sekretaris Jenderal.  

(5) Penyusunan Rencana Strategis untuk tingkat 

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri 

yang menangani urusan dibidang perencanaan 

pembangunan nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

(6) Pedoman penyusunan Rencana Strategis tingkat Unit 

Kerja Eselon I tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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BAB III 

PERJANJIAN KINERJA 

 

Bagian Kesatu 

Pihak yang Wajib Menyusun Perjanjian Kinerja  

 

Pasal 4 

Pihak yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja meliputi: 

a. Menteri; 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 

d. Pejabat Administrator;  

e. Pejabat Pengawas; dan 

f. Kepala Dinas yang menerima alokasi dana dekonsentrasi 

dan/atau tugas pembantuan. 

 

Bagian Kedua 

Penyusunan Perjanjian Kinerja 

 

Pasal 5 

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun 

Perjanjian Kinerja sesuai dengan tingkatannya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian dan 

ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan; 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b menyusun Perjanjian Kinerja 

tingkat Unit Kerja Eselon I yang ditandatangani oleh 

pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf c menyusun Perjanjian Kinerja 

tingkat Unit Kerja Eselon II yang ditandatangani oleh 

pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya; 

d. Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf d menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit 
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kerja Eselon III yang ditandatangani oleh pejabat yang 

bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama yang bersangkutan; 

e. Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf e menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja 

Eselon IV yang ditandatangani oleh pejabat yang 

bersangkutan dan disetujui oleh Pejabat Administrator 

yang bersangkutan; 

f. Pejabat Pengawas yang khusus menangani urusan Tata 

Usaha pada direktorat, inspektorat, dan Badan 

Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja Eselon IV 

dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan serta 

disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 

bersangkutan; 

g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator 

sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) 

menyusun Perjanjian Kinerja dan ditandatangani oleh 

pejabat yang bersangkutan serta disetujui oleh Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan; 

h. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada UPTP 

yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

menyusun Perjanjian Kinerja dan ditandatangani oleh 

pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan 

langsung Pejabat yang bersangkutan; 

i. Pejabat Pengawas pada UPTP yang dipimpin oleh Pejabat 

Administrator menyusun Perjanjian Kinerja yang 

ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan 

disetujui oleh Pejabat Administrator yang bersangkutan; 

dan 

j. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf g yang menerima dana dekonsentrasi dan/atau 

tugas pembantuan menyusun Perjanjian Kinerja yang 

ditandatangani oleh Kepala Dinas yang bersangkutan 

dan disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang 
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mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas 

pembantuan. 

 

Pasal 6 

Perjanjian Kinerja wajib disusun oleh seluruh unit kerja 

setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan. 

 

Pasal 7 

Penyusunan Perjanjian Kinerja menggunakan sasaran dan 

indikator dalam Rencana Strategis Kementerian sebagai 

berikut: 

a. Menteri mengunakan sasaran strategis dan indikator 

kinerja sasaran strategis; 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menggunakan sasaran 

program dan indikator kinerja program pada unit kerja 

yang bersangkutan; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan sasaran 

kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada unit kerja 

yang bersangkutan; 

d. Pejabat Administrator menggunakan sasaran sub 

kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan; 

e. Pejabat Pengawas menggunakan sasaran sub-sub 

kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan; 

f. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator 

sebagai Kepala UPTP menggunakan sasaran kegiatan dan 

indikator kinerja kegiatan yang relevan; dan  

g. Kepala Dinas menggunakan sasaran kegiatan dan 

indikator kinerja kegiatan yang relevan pada unit kerja 

yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau 

tugas pembantuan. 

 

Pasal 8 

Pengisian program kegiatan dan anggaran dalam penyusunan 

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dilakukan sebagai berikut: 
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a. Menteri menguraikan seluruh program dan anggaran 

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 

berjalan; 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menguraikan seluruh 

program dan anggaran dalam DIPA tahun berjalan pada 

unit kerja yang bersangkutan; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menguraikan seluruh 

kegiatan dan anggaran dalam DIPA tahun berjalan pada 

unit kerja yang bersangkutan;  

d. Kepala UPTP menguraikan kegiatan dan anggaran dalam 

DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang bersangkutan; 

dan  

e. Kepala Dinas menguraikan kegiatan dan anggaran dalam 

DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang 

mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas 

pembantuan. 

 

Pasal 9 

(1) Perjanjian Kinerja terdiri atas: 

a. pernyataan Perjanjian Kinerja; dan 

b. lampiran Perjanjian Kinerja. 

(2) Pernyataan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: 

a. pernyataan untuk mewujudkan kinerja pada tahun 

tertentu; dan 

b. tanda tangan para pihak. 

(3) Informasi yang disajikan dalam lampiran Perjanjian 

Kinerja disesuaikan dengan tingkatannya dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja. 

(4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dengan menggunakan format tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 10 

Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan dalam hal: 

a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 

b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan dan sasaran; dan 

c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara 

signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. 

 

Bagian Ketiga 

Rencana Aksi Atas Kinerja 

 

Pasal 11 

(1) Rencana aksi atas kinerja merupakan penjabaran dari 

Perjanjian Kinerja dengan target kinerja selama 1 (satu) 

tahun yang dirinci dalam rencana pencapaian kinerja 

setiap triwulan.  

(2) Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPTP wajib 

menyusun rencana aksi atas kinerja. 

(3) Pemantauan terhadap pencapaian target Kinerja yang 

telah ditetapkan dilakukan secara periodik setiap 

triwulan. 

 

BAB IV 

PENGUKURAN KINERJA 

 

Pasal 12 

(1) Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk 

menilai tingkat capaian kinerja berupa keberhasilan atau 

kegagalan dari kinerja yang diperjanjikan. 

(2) Pengukuran kinerja dilakukan pada tingkat Kementerian, 

Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II sesuai 

dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. 

(3) Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. 

(4) Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) merupakan sumber data kinerja yang digunakan 

dalam penyusunan Laporan Kinerja. 
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(5) Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik setiap 

triwulan, semester, dan tahun. 

 

Pasal 13 

(1) Pengukuran Kinerja tingkat Kementerian dilakukan oleh 

Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan.  

(2) Pengukuran Kinerja tingkat Unit Kerja Eselon I dilakukan 

oleh Sesditjen/Sesitjen/SesBadan c.q bagian yang 

membidangi program dan pelaporan. 

(3) Pengukuran kinerja tingkat Unit Kerja Eselon II 

dilakukan oleh bagian atau subbagian yang membidangi 

ketatausahaan. 

 

BAB V 

PENGELOLAAN DATA KINERJA 

 

Pasal 14 

(1) Pengelolaan data kinerja dilakukan dalam rangka 

pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja atas 

target yang ditetapkan. 

(2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja 

Eselon II dengan cara mencatat, mengolah, dan 

penyampaian data kinerja. 

(3) Pengelolaan data Kinerja mencakup: 

a. penetapan data dasar (baseline data); 

b. penyediaan instrumen perolehan data berupa 

pencatatan dan registrasi; 

c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan 

d. pengkompilasian dan perangkuman. 

(4) Pengelolaan data kinerja dilaksanakan oleh Sekretariat 

Jenderal c.q Biro Perencanaan. 

(5) Pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan data 

kinerja dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan 
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Pengembangan Ketenagakerjaan c.q bagian yang 

membidangi data dan informasi ketenagakerjaan.   

(6) Penyampaian data kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan secara periodik setiap triwulan, 

semester, dan tahun melalui sistem informasi monitoring 

dan evaluasi. 

 

BAB VI 

PELAPORAN KINERJA 

 

Pasal 15 

(1) Pimpinan unit kerja menyusun Laporan Kinerja 

berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan 

dilaporkan secara berjenjang. 

(2) Laporan Kinerja disusun setelah berakhirnya 

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 

yang bersangkutan.  

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 

a. uraian singkat organisasi; 

b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 

c. pengukuran kinerja; dan 

d. evaluasi, analisis kinerja, dan pengungkapkan 

(disclosure) untuk setiap sasaran strategis atau hasil 

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang 

seharusnya terwujud dan efisiensi penggunaan 

sumber daya. 

 

Pasal 16 

Laporan Kinerja wajib disusun oleh: 

a. Menteri; 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan 

d. Pejabat Administrator yang memimpin UPTP. 
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Pasal 17 

(1) Laporan Kinerja terdiri atas: 

a. Laporan Kinerja tingkat Kementerian; 

b. Laporan Kinerja tingkat Unit Kerja Eselon I;  

c. Laporan Kinerja tingkat Unit Kerja Eselon II; dan 

d. Laporan Kinerja tingkat Unit Kerja Eselon III yang 

memimpin UPTP. 

(2) Laporan Kinerja tingkat Kementerian disampaikan 

kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 

(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(3) Laporan Kinerja tingkat Unit Kerja Eselon I disampaikan 

kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 

(4) Laporan Kinerja tingkat Unit Kerja Eselon II dan tingkat 

Unit Kerja Eselon III yang memimpin UPTP disampaikan 

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang 

bersangkutan paling lambat 2 (dua) minggu setelah 

tahun anggaran berakhir. 

 

BAB VII 

REVIU LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI  

ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS  

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  

 

Bagian Kesatu 

Reviu Laporan Kinerja 

 

Pasal 18 

(1) Reviu Laporan Kinerja Kementerian dilaksanakan oleh 

Inspektorat Jenderal.  

(2) Reviu bertujuan membantu penyelenggaraan SAKIP dan 

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, 
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keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja 

instansi Pemerintah.  

(3) Hasil reviu atas Laporan Kinerja disampaikan oleh 

Inspektorat Jenderal kepada Menteri. 

(4) Waktu pelaksanaan reviu dilaksanakan secara paralel 

dengan penyusunan Laporan Kinerja.  

(5) Reviu Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas  

Kinerja Instansi Pemerintah  

 

Pasal 19 

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat 

Jenderal.  

 

Pasal 20 

(1) Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan penilaian 

terhadap fakta objektif pada setiap Unit Kerja Eselon I 

dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas 

kinerja. 

(2) Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertujuan: 

a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 

b. menilai Akuntabilitas Kinerja unit kerja; 

c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 

kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja unit 

kerja; dan 

d. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

periode sebelumnya. 

(3) Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

Inspektorat Jenderal kepada Menteri dengan tembusan 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 
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(4) Ikhtisar hasil evaluasi atas implementasi SAKIP 

disampaikan oleh Inspektorat Jenderal kepada Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 

(5) Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  

 

BAB VIII 

PEMBINAAN  

 

Pasal 21 

Pembinaan atas implementasi SAKIP Kementerian dilakukan 

oleh Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 22 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor: KEP.10/MEN-SJ/III/2005 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 

b. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 38/IJ/II/2017 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 23 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Februari 2018 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

M. HANIF DHAKIRI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Februari 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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